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 Latarbelakang: Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) memiliki kekuatan hukum yang 

berlaku secara nasional, termasuk bagi mantan 

narapidana, dengan mencantumkan riwayat hukum 

pemiliknya. Penerbitan SKCK oleh Polri berdasarkan 

Perkap Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan implikasi 

hukum terhadap pencalonan anggota legislatif. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kekuatan hukum penerbitan SKCK bagi calon 
legislatif yang pernah melakukan tindak pidana, 
penerapan Perkap No. 6 Tahun 2023 di Polrestabes 
Medan, serta peran KPU dalam memastikan 
pemenuhan kriteria calon legislatif. 

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah 

normatif-empiris melalui wawancara dan analisis 

bahan hukum primer serta sekunder. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkap 
No. 6 Tahun 2023 menjadi acuan dalam verifikasi 
keabsahan SKCK dan integritas calon legislatif. 
Kesimpulan: SKCK memiliki peran penting sebagai 
alat verifikasi administratif yang mendukung proses 
seleksi calon legislatif secara objektif. Penerapan 
Perkap Nomor 6 Tahun 2023 membantu menjamin 
integritas proses pencalonan tanpa mengabaikan hak 
politik warga negara yang telah menjalani sanksi 
pidana sesuai ketentuan hukum. 
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1. Pendahuluan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang 

bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. tugas yang diemban 

ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum 

bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna 

pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus 

pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yang berisi: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, sebenarnya untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak 

penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparatur penyelenggara 

merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur 

negara tersebut merupakan hak dari masyarakat. 

 

Pelayanan publik di bidang administrasi kepolisian merupakan salah satu pelayanan 

yang dilaksanakan oleh kepolisian dalam rangka melayani masyarakat yang meliputi 

tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan SKCK (Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian), SIM (Surat Izin Mengemudi), dan STNK (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan). pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat. pelayanan administrasi kepolisian khususnya dalam 

pembuatan (SKCK). Pelayanan penerbitan SKCK dilaksanakan secara jelas dan 

terbuka (transparan), penerbitan SKCK harus dapat dipertanggung jawabkan 

(akuntabel), efektif dan efesien, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan dengan 

mudah, murah, cepat dan nyaman. 

 

Dalam pelayanan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK adalah surat 

keterangan resmi oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon atau 

warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan 

suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau 

kejahatan. SKCK sendiri biasanya diperlukan untuk melamar pekerjaan, pendaftaran 

TNI/POLRI, salah satunya untuk pencalonan menjadi anggota legislatif. 

 

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya pemerintah dipilih langsung 

oleh rakyat. Salah satu penegakan demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum. 

Pemilihan Umum diartikan pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat 
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suatu negara untuk mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil 

bagian secara nyata dalam memilih wakil rakyat. 

Tanggal 14 Februari 2024 adalah tahun poltik yang mana telah dilaksanakan 

pemilihan umum di Indonesia yaitu 1) Presiden dan Wakil Presiden, 2) Anggota 

DPR RI, 3) Anggota DPRD Provinsi, 4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta 5) 

Anggota DPD.  

 

Salah satunya caleg (calon legislatif) adalah calon anggota dewan legislatif atau 

calon anggota lembaga legislatif. secara sederhana, caleg adalah calon anggota dari 

lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. 

caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. 

 

Pergantian pejabat publik sebagai bagian dari pengisian jabatan adalah suatu 

keharusan dalam negara hukum. Bentuk negara hukum yang dimaksud mengarah 

pada aspek pembatasan kekuasaan penguasa dan aspek perlindungan hak-hak warga 

negara dan hak asasi manusia. Pengisian jabatan anggota legislatif adalah hal 

penting diatur, karena akan berkorelasi secara langsung dengan tugas dan tanggung 

jawabnya dalam pembentukan undang-undang. Sebab rekam jejak mereka akan 

membentuk pola pikir yang nantinya akan mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya. Namun yang sering terjadi dalam 

hal ini ialah, adanya bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD yang 

mencalonkan diri untuk menduduki wakil rakyat namun beberapa dari mereka 

pernah melakukan tindak pidana (Mantan Narapidana) salah satunya melakukan 

tindak pidana korupsi. 

 

Data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, 

sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini 

terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 

kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus). Faktanya, mereka yang terlibat korupsi 

yaitu mulai anggota hingga pimpinan DPR/DPRD. Sangatlah miris, Padahal sebagai 

wakil rakyat seharusnya mereka fokus pada fungsinya untuk menyejahterakan 

seluruh masyarakat Indonesia. 

 

Jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan anggota legislatif sangatlah banyak, 

akan tetapi kasus korupsi yang menyeret anggota DPR yang sangat sering terjadi di 

Indonesia salah satu contohnya yaitu: Nyoman Dhamantra. Nyoman Dhamantra 

adalah Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2014-2019. Nyoman 

terlibat kasus suap pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di 

Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di 

Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, Nyoman Dhamantra terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari total Rp 

3,5 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) yang dijanjikan oleh Chandra 

Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar. Atas kasus ini, Nyoman divonis 

7 tahun penjara dan wajib bayar uang denda Rp500 juta subsidair tiga bulan 

kurungan. Selain itu, Nyoman juga diberi hukuman tambahan berupa pencabutan 
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hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menyelesaikan 

hukuman pidana pokoknya. 

Dalam menunjang pengisian jabatan anggota legislatif adalah mengenai syarat 

menjadi calon anggota legislatif, yang diperlukan sebagai mekanisme menyaring 

kandidat yang lebih kompeten dibandingkan bakal calon lainnya. Pasal 240 ayat 1 

UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa kelengkapan 

administratif bakal calon anggota DPR maupun DPRD dibuktikan dengan surat 

pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan 

ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga 

pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. 

 

Ketentuan ini meniadakan kewajiban syarat surat keterangan catatan kepolisian 

(SKCK) dari kepolisian Republik Indonesia bagi setiap bakal calon anggota 

legislatif. Urgensinya adalah langkah awal untuk menyeleksi calon anggota 

legislatif yang benar-benar berkualitas sekaligus berintegritas dan dapat dipercaya, 

dimulai dari seleksi administratif catatan perilaku baik dari calon yang dimaksud 

yang diterbitkan oleh kepolisian. Dari kasus korupsi yang dilakukan anggota 

legislatif di atas, menandakan pentingnya menyaring calon anggota legislatif 

melalui seleksi yang ketat dengan memberlakukan syarat SKCK. penelitian ini 

menyebutkan secara spesifik pentingnya status calon anggota legislatif yang tidak 

pernah berurusan dengan pidana. Namun, memiliki kelemahan tidak mempertegas 

kebutuhan SKCK dalam persyaratan untuk menjadi anggota legislatif. Dalam 

rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, KPU sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilu mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yaitu PKPU 

No.20 tahun 2018 telah di ubah menjadi PKPU No.10 tahun 2023 tentang 

pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. pada Pasal 4 ayat 3 

PKPU yang memuat larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak dan bandar narkoba maju sebagai calon legislatif (Caleg). KPU dalam 

menyelenggarakan perannya yakni memastikan pemilu berjalan adil, bersih dan 

tidak ada orang bermasalah didalamnya. Namun tanggapan masyarakat terhadap 

calon anggota legislatif mantan narapidana yang masih banyak mencalonkan diri 

menimbulkan kontroversi, sehingga pentingnya syarat SKCK sebagai bagian yang 

penting dalam pencegahan pencalonan tersebut. 

 

Dasar kekuatan hukum SKCK dibuat untuk menyatakan seseorang bersih dari 

masalah hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diangkat atau dipilih 

menjadi pejabat publik. Penelitian ini mengkaji pentingnya SKCK dalam jabatan 

publik. Perbedaan syarat dengan atau tanpa SKCK dalam pengisian jabatan publik, 

akan melahirkan kompetensi yang berbeda pula bagi calon yang dihasilkan dari 

pemilu, dampaknya akan berujung pada pelaksanaan tugas maupun tanggung 

jawabnya dalam membentuk undang-undang maupun pengawasan terhadap setiap 

kebijakan pemerintah. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut belum menempatkan SKCK sebagai syarat penting 

sebagai pejabat publik atau anggota legislatif, sehingga diperlukan penelitian lebih 
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lanjut terkait pentingnya SKCK dibuat dan diperuntukkan. maka dalam penelitian 

ini penulis tertarik membahas sebuah kebaharuan dalam penelitian dengan judul: 

“Kekuatan Hukum Bagi Pemilik SKCK Sebagai Persyaratan Calon Legislatif Yang 

Pernah Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2023 (Studi 

Kasus Polrestabes Medan)” 

 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris 

dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, didukung oleh data 

sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen 

resmi kepolisian. 

 

3. Hasil 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

memiliki kekuatan hukum yang sah dan berlaku secara nasional sebagai dokumen 

resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerbitan 

SKCK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK. 

 

SKCK memiliki kekuatan hukum formil dan materil sebagai dokumen administratif 

yang mengikat, digunakan dalam berbagai keperluan hukum, termasuk pencalonan 

sebagai anggota legislatif. Proses penerbitan SKCK di Polrestabes Medan dilakukan 

melalui tahapan pendaftaran, pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi, 

pencetakan, dan penyerahan, dengan masa berlaku selama enam bulan. Dalam 

praktiknya, proses penerbitan SKCK bagi calon legislatif tidak berbeda dengan 

masyarakat umum, namun dilakukan dengan tingkat ketelitian dan selektivitas yang 

lebih tinggi, serta melibatkan penandatanganan langsung oleh pejabat kepolisian 

yang berwenang. 

 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi rekam jejak hukum calon 

legislatif dilakukan melalui sistem elektronik Bareskrim Manajemen Penyidikan (E-

MP) dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti kejaksaan, 

pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 

4. Pembahasan 

Secara konseptual, kekuatan hukum SKCK dapat dipahami sebagai kemampuan 

suatu dokumen hukum untuk mengikat, diakui, dan memiliki akibat hukum dalam 

pergaulan hukum. Dalam konteks pencalonan legislatif, SKCK berfungsi sebagai 

alat verifikasi administratif yang memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya 

catatan kepolisian seseorang, bukan sebagai instrumen yang secara langsung 

membatasi hak politik warga negara. 

 

Penerapan Perkap No. 6 Tahun 2023 terhadap calon legislatif yang pernah 

melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa regulasi ini lebih berfungsi sebagai 
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standar prosedural dan integritas dalam penerbitan SKCK. Penentuan kelayakan 

calon legislatif tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal 

mantan narapidana, hukum positif memberikan ruang bagi mereka untuk 

mencalonkan diri sepanjang telah menjalani pidana dan secara terbuka 

mengumumkan statusnya kepada publik. 

 

Peran KPU menjadi penting dalam memastikan bahwa seluruh calon legislatif 

memenuhi persyaratan hukum melalui proses verifikasi dokumen, termasuk SKCK. 

Namun, terdapat dinamika hukum antara kebijakan KPU dan putusan Mahkamah 

Agung serta Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa pembatasan hak 

politik mantan narapidana tidak dapat dilakukan melalui peraturan di bawah 

undang-undang. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa SKCK memiliki 

kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai dokumen administratif, namun 

tidak berfungsi sebagai penentu mutlak kelayakan calon legislatif. Perkap No. 6 

Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas bagi kepolisian dalam proses 

penerbitan SKCK, termasuk bagi calon legislatif yang pernah melakukan tindak 

pidana. Penentuan kelayakan calon legislatif tetap berada dalam kewenangan KPU 

berdasarkan UU Pemilu dan prinsip perlindungan hak politik warga negara. Oleh 

karena itu, penggunaan SKCK harus ditempatkan secara proporsional sebagai alat 

verifikasi administratif yang mendukung transparansi dan integritas pemilu, tanpa 

menegasikan hak konstitusional individu. 
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